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ABSTRAK 

 

Mulyani, S. (20043154/2022)  :Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio 

Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja 

Modal pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Studi 

Empiris pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 

Tahun 2016-2021) 

 

 

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM.A.k 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kemandirian 

keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA dapat mempengaruhi alokasi belanja modal 

pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 

jumlah sampel 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan jangka waktu 6 tahun. Analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 

Kata kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SiLPA; Alokasi 

Belanja Modal 
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ABSTRACT 

 

 

Mulyani, S. (20043154/2022)  : The Effect of Regional Financial Independence and 

SiLPA Financing Level on Capital Expenditure Allocation 

in West Sumatra Regional Government (Empirical Study 

on Districts/Cities in West Sumatra 2016-2021) 

 

 

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM.A.k 

 

 

This study aims to determine the extent to which the influence of regional financial 

independence and of the level of SiLPA financing can affect the capital expenditure allocation 

of district/city governments in West Sumatra. The population in this study is the Regency/City 

in West Sumatra in 2016-2021. This study uses secondary data. The sampling technique used 

purposive sampling technique with a sample of 19 districts/cities in West Sumatra with a period 

of 6 years. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that of 

regional financial independence and of the level of SiLPA financing have no effect on the 

allocation of capital expenditures. 

Keywords: Regional Financial Independence, SiLPA Financing Level; Capital 

Expenditure Allocation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.​ Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 

terlepas dari peran pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi 

pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

pemerintah daerah memiliki pelimpahan wewenang dengan cakupan yang luas 

dalam mengurus daerahnya sendiri dan meminimalkan peran yang berlebihan 

dari pemerintah pusat. Dalam pelimpahan wewenang tersebut harus diikuti 

dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No 23 

Tahun 2014, otonomi daerah dikatakan sebagai bentuk hak, wewenang, dan 

kewajiban suatu daerah otonomi untuk mengatur dan mengendalikan 

kepentingan pemerintahan dan masyarakat daerah tersebut dalam satu 

kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyerahan 

otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harapannya 

setiap daerah mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama 

sektor publik. 

Kesuksesan organisasi sektor publik memberikan paradigma baru 

terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada 

kepentingan umum, yang dikelola dengan memberikan transparansi dan 

akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 55 Nomor 12 tahun 

2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas pengeluaran daerah atau belanja 

daerah dibagi menjadi empat diantaranya belanja operasi, belanja modal, 
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belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal adalah pengeluaran 

yang bertujuan untuk pengalokasian aset tetap yang memiliki manfaat lebih 

dari satu tahun. Belanja modal digunakan untuk menambah aset tetap daerah 

seperti pembangunan infrastruktur, dan aset tetap lainnya yang bermanfaat 

bagi masyarakat daerah. Pengalokasian belanja modal yang besar dapat 

didukung dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang dibagi menjadi 

pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah 

yang sah. 

Anggaran belanja modal diperoleh dari dana pendapatan daerah, 

namun dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk belanja modal tetapi juga 

dialokasikan untuk belanja daerah lainnya. Berdasarkan penelitiannya, Felix 

(2012) menyatakan bahwa alokasi belanja daerah lebih banyak dialokasikan 

untuk belanja rutin (belanja barang dan jasa) dan belanja pegawai yang 

manfaatnya kurang produktif bagi pelayanan publik karena pengeluaran 

tersebut hanya dinikmati oleh pejabat daerah. Sisanya, hanya sebagian kecil 

yang digunakan untuk belanja modal. Untuk mengatasi hal tersebut, 

pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengalokasikan belanja daerah 

khususnya dalam alokasi belanja modal (Nugraha & Dwirandra, 2016). 

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi diperlukan kefokusan 

pemerintah terhadap permasalahan yang muncul terkait dengan penerapan 

belanja modal adalah upaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang tidak 

berjalan secara optimal. Artinya kinerja keuangan daerah memerlukan faktor 

pendukung terutama dalam realisasi belanja daerah tehadap belanja modal.  
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Apabila kinerja keuangan daerah tidak berjalan secara optimal maka 

akan berdampak kepada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah daerah. Jika kinerja keuangan daerah dapat berjalan secara optimal 

maka dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga 

yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan 

pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu membuat pertanggungjawaban 

keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi 

serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Hal ini sejalan 

dengan teori stewardship yang dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat 

dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki 

integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. 

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sedang 

gencar-gencarnya melakukan pembangunan guna meningkatkan 

perekonomian. Untuk mempercepat proses pembanguan ekonomi di Sumatera 

Barat, peran dari pemerintah sangat diperlukan. Berbagai kebijakan dibuat 

guna untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ditandai dengan meningkatnya 

produktivitas dan pendapatan perkapita daerah, karena dari kenaikan tersebut 

dapat dilihat tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan 

ekonomi masyarakat (Arsyad, 2015). Untuk mewujudkan hal ini tentunya 

menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas untuk investasi 

melalui alokasi belanja yang lebih besar untuk belanja modal (pembangunan). 
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Menurut Fakhry (2017) porsi alokasi belanja daerah yang dibelanjakan untuk 

belanja modal dicerminkan melalui rasio belanja modal.  

Tabel 1.1  Rasio Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2017-2021 

No Kab/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata 
1 Kabupaten lima puluh kota 21% 21% 21% 14% 13% 18% 
2 Kabupaten Agam 22% 17% 21% 11% 12% 17% 
3 Kabupaten kepulauan Mentawai 34% 28% 34% 20% 20% 27% 
4 Kabupaten Padang Pariaman 29% 21% 21% 16% 10% 19% 
5 Kabupaten Pasaman  21% 16% 14% 14% 12% 15% 
6 Kabupaten Pesisir Selatan 17% 16% 23% 19% 14% 18% 
7 Kabupaten Sijunjung 24% 24% 23% 18% 17% 21% 
8 Kabupaten Solok  11% 16% 18% 11% 13% 12% 
9 Kabupaten Tanah Datar 19% 16% 18% 10% 12% 15% 
10 Kota Bukittinggi 20% 25% 26% 31% 14% 23% 
11 Kota Padang Panjang  35% 20% 16% 10% 10% 18% 
12 Kota Padang 19% 19% 21% 14% 13% 17% 
13 Kota Payakumbuh 25% 21% 23% 17% 16% 20% 
14 Kota Sawahlunto  24% 13% 17% 13% 14% 16% 
15 Kota Solok 25% 25% 19% 6% 16% 18% 
16 Kota Pariaman  24% 21% 22% 15% 11% 19% 
17 Kabupaten Pasaman Barat 26% 30% 24% 18% 15% 23% 
18 Kabupaten Dharmasraya  32% 26% 25% 22% 21% 25% 
19 Kabupaten Solok Selatan 31% 28% 27% 16% 17% 24% 

Rata-rata 24% 21% 22% 16% 14% 18% 
Sumber: Hasil olah data peneliti-BPS Sumatera Barat 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata alokasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat belum mencapai 30%, bahkan 

hanya 3 kabupaten/kota yang memiliki capaian sama dan lebih dari 30%. 

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh dirjen dana perimbangan 

mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id), komposisi belanja 

modal Kabupaten/Kota di Indonesia masih dibawah persyaratan yang 

ditetapkan oleh PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang 

penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Peraturan Presiden 
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Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) menjelaskan bahwa prosi belanja modal 

minimal sebesar 30% sedangkan belanja pegawai seharusnya lebih rendah dari 

30%. Namun demikian, dalam kenyataannya rata-rata belanja 

aparatur/pegawai lebih besar dari pada belanja pemerintah daerah pada 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menyulitkan pemerintah daerah 

untuk membuat trobosan dalam meningkatkan porsi belanja modal.  

Provinsi Sumatera Barat memiliki komposisi belanja modal masih di 

bawah 30%. Komposisi jenis belanja APBD sampai dengan tahun 2019 masih 

didominasi oleh belanja pegawai dengan porsi diatas 40%. Belanja modal 

yang identic dengan pembangunan infrastuktur justru rata-rata berada dibawah 

30% dari total belanja (djpb.kemenkeu.go.id). Persentase yang dijelaskan 

menandakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih jauh dibawah 

ketentuan minimal dari alokasi belanja modal yang artinya investasi 

pemerintah daerah masih rendah.  

Permasalahan yang juga dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah 

pengalokasian anggaran, dalam mengelola keuangannya diharapkan daerah 

dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini bertujuan 

antara lain : untuk mengupayakan pendekatan terhadap masyarakat, 

memudahkan masyarakat dalam melihat dan mengontrol dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah juga 

diharapkan untuk lebih mampu meningkatkan keuangan daerah yang 

bertujuan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah dengan 
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melihat tingkat kemandirian keuangan daerah dalam memaksimalkan 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan dari pusat serta 

memaksimalkan dana SILPA yang diperoleh dari tahun sebelumnya dan 

digunakan untuk tahun berikutnya. 

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat 

menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan 

dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) inilah 

sumber pembiayaan yang memang benar- benar digali dari daerah itu sendiri 

sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah (Ahmad, 2021). Apabila 

struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai 

kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan 

kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian daerah menjadi mampu 

untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber – 

sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila 

mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat 

direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu 

nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang kuat. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari 

otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah dapat 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. 

Kemandirian keuangan daerah ditemukan berpengaruh positif 

signifikan terhadap alokasi belanja modal oleh Jatitmas (2015), bertentangan 

dengan penelitian Gerungan dkk. (2015) menemukan kemandirian keuangan 
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daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah (2019) kemandirian keuangan daerah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini dapat 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka 

belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah akan semakin rendah, hal ini 

diperkirakan karena semakin banyak dana yang dialokasikan untuk memenuhi 

kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional, sehingga belanja modal 

untuk pelayanan publik relatif kecil. Arsa dan Setiawina (2015) menyatakan 

tidak ada pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja 

modal. 

SILPA juga memiliki kontribusi dalam membiayai belanja modal, 

SILPA merupakan selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi 

defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan (UU No. 27 Tahun 

2014). SiLPA terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi 

pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari 

komponen pengeluaran pembiayaan.SILPA tahun sebelumnya diharapkan 

mampu untuk membiayai belanja modal pada tahun berikutnya.  

SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh 

Ardhini (2011) dan Arsalya (2021) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh 

positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini dan Arsalya, 

penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) serta 

Marlianita & Saleh menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif 

serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Namun bertentangan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) menunjukkan hasil dimana 

SiLPA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. 

Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu 

sumber pendanaan belanja modal. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, 

penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil 

yang didapatkan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai 

alokasi belanja modal dengan beberapa perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian terdahulu menggunakan lebih dari 2 analisis rasio 

keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada pemerintahan daerah 

serta menggunakan pengamatan tahun yang lebih lama karena pada umumnya 

penelitian terdahulu hanya menggunakan amatan 5 tahun.  

Penelitian ini hanya berfokus pada variable kemandirian keuangan 

daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA. Karena 2 variabel ini menggambarkan 

bagaimana pemerintah daerah lebih mandiri dari segi keuangan dengan 

membandingkan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dari 

pusat/provinsi serta memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya. Hal ini 

bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh pada pengalokasian belanja 

modal dengan demikian akan terlihat seberapa bergantungnya pemerintahan 

daerah kepada pemerintah pusat.  

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena jika tingginya tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka berdampak 

terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga terjadi 
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stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat selain itu juga akan berdampak 

pada otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Kemandirian Keuangan 

Daerah Dan Tingkat Pembiayaan Silpa Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ”. 

B.​ Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1.​ Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi 

belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat. 

2.​ Bagaimana pengaruh tingkat pembiayaan Silpa terhadap alokasi belanja 

modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat. 

3.​ Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat 

pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 

C.​ Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perumusan masalah 

diatas adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa : 

1.​ Untuk mengetahui  pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap 

alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat. 

2.​ Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan Silpa terhadap alokasi 

belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera barat. 
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3.​ Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat 

pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 

D.​ Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak antara lain : 

1.​ Bagi Peneliti  

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang berkaitan dengan 

pengaruh kemandirian keuangan daerah, dan tingkat pembiayaan SiLPA 

terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera 

barat. 

2.​ Bagi Riset Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam penelitian berikutnya mengenai pengaruh kemandirian keuangan daerah 

dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada 

pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat. Penelitian ini dapat dijadikan 

referensi yang memadai untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik 

yang sejenis atau berbeda dana dapat mengembangkannya menjadi penelitian 

yang lebih baik. 

3.​ Bagi Akademik  

Penelitian terkait dengan pengaruh kemandirian keuangan daerah dan 

tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah 
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kabupaten/kota di sumatera barat diharapkan akan menambah dan 

memperkaya hasil penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, 

prosiding, buku ajar, bookcapter dan hak cipta serta meningkatkan citra 

institusi UNP. 

4.​ Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

tentang bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat 

pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah 

kabupaten/kota di Sumatera Barat. 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A.​ Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan serta pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat 

menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.​ Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Rasio kemandirian 

keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana eksternal. Semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti 

dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, provinsi 

ataupun asing semakin rendah. Dengan rendahnya rasio kemandirian 

daerah berarti kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

kegiatannya juga menurun termasuk kegiatan yang dibiayai melalui 

belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Raja Asyuriani (2015) dan Vella Kurniasih Fitri (2013) 

dimana hasil penelitiannya menyatakan rasio kemandirian keuangan 

daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

2.​ Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, ditemukan jika 

kinerja keuangan berupa rasio tingkat pembiayan SiLPA tidak memiliki 

pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Barat. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan 

bahwa besar kecilnya tingkat perubahan anggaran pada SiLPA tidak 

74 
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menjadi alasan atas perubahan anggaran belanja modal pada tahun 

berjalan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat perubahan 

SiLPA, tidak menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan 

atas anggaran belanja modal pemerintah daerah.  

3.​ Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, ditemukan jika variabel 

kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Suamtera Barat. Adapun besaran pengaruh 

kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA yaitu 

sebesar 23,98% sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,02% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor gaya 

kepemimpinan yang meliputi program/kegiatan pemerintah daerah, faktor 

partisipatif anggaran, faktor dari isu-isu strategis yang ada di daerah, 

faktor gagal lelang, faktor penundaan pekerjaan, faktor dari pihak ketiga 

yang tidak melaksanakan pekerjaan, kapasitas fiskal daerah, serta 

masuknya anggaran belanja modal ke dalam pos belanja baraang dan jasa.  

B.​ Keterbatasan  

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain:  
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1.​ Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup data 

dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat secara statistik 

dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2016-2021. 

2.​ Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen, sehingga 

hasil penelitian ini belum maksimal untuk menjelaskan variasi antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.​ Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan data laporan 

realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi 

alur penelitian. 

C.​ Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai 

berikut :  

1.​ Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel dan data 

lain dalam penelitian, menambah jumlah observasi penelitian, dan 

mengubah model regresi lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik 

dari pada penelitian sebelumnya.  

2.​ Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah dan menguji 

faktor eksternal lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap 

perubahan anggaran belanja, seperti kondisi keuangan pemerintah, 

ukuran pemerintah daerah, dan lainnya.  

3.​ Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat membuat 

operasionalisasi variabel lain yang lebih baik dan sesuai. 4. Bagi 
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peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memodifikasi model, 

seperti dengan menambah variabel pemoderasi dan variabel kontrol.. 
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